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ABSTRAK :

bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan data dan informasi terkait
informasi Rencana Umum Pengadaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan
beserta data dukungnya secara up to date dan valid, sehingga nantinya akan
tersedia informasi rencana umum pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu
serta penganggarannya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu serta Pilkada
serentak lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa untuk
maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan
Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) lingkup
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286;), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423),
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976), Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik dan E-Purchasing, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan,



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog
Elektronik dan E-Purchasing, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7/KU.05/02/2022  tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (PIt.) Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal
14 Maret 2022

- Lampiran 0 Halaman



